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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tindakan pemerintah dalam melayani masyarakat 

adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada pejabat 

publik atau pejabat umum yaitu Notaris, dalam rangka pelayanan 

pembuatan akta autentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang 

lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata 

yang memberikan kewenangan membuat akta autentik untuk 

melayani masyarakat. Aturan sebagaimana dimaksud diberikan 

secara atribusi (oleh undang-undang) berdasarkan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.1 

Pembuatan akta autentik merupakan kebutuhan akan 

pembuktian tertulis, dikarenakan masyarakat pada umumnya 

dalam dunia usaha melakukan kegiatan satu atau beberapa 

perbuatan hukum yang membutuhkan jasa serta peranan seorang 

Notaris.2 Artinya, disinilah peranan Notaris untuk membuat dan 

memberikan dokumen autentik sebagai alat bukti yang kuat 

sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan 

hukumbagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap dokumen autentik tersebut.3 

                                                           
 

1
 Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT (Jakarta: Bina Aksara, 2009). 

 
2
 Wawan Tunggul, Memahami Profesi Hukum (Jakarta: Dyatama Milenia, 2004). 

 
3
 Wawan Tunggul. 



 

 

 

 

Jabatan Notaris secara normatif diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris. Pengertian Notaris dalam ketentuan  Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

merumuskan, yaitu : ―Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.‖  

Ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, menyatakan bahwa Notaris 

berwenang untuk membuat akta autentik. Pengertian akta autentik 

dalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerd), yaitu : ―Suatu akta autentik ialah suatu akta yang 

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh 

atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat 

dimana akta dibuatnya‖.  

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas mempertegas bahwa 

suatu akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat 

umum, dan produk hukum Notaris berupa akta autentik adalah 



 

 

 

 

merupakan produk pejabat umum.4 Kewenangan untuk membuat 

dan mengesahkan akta autentik merupakan arti penting dari 

profesi Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat 

pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang.5 

Selain disyaratkan berdasarkan KUHPerd, dalam tataran 

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, suatu akta 

atutentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 yang 

merumuskan bahwa setiap akta Notaris (autentik) terdiri atas awal 

akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. 

Selanjutnya, mengenai ―kewenangan lainnya‖ yang 

disebutkan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, didefiniskan secara tegas 

dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2), yang selengkapnya berbunyi : 

―Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Notaris berwenang pula :  

a.  mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian 

tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus;  

                                                           
 

4
 Arvan Mulyanto, Notaris, Akta Autentik, dan Undang - Undang Kenotariatan (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008). 

 
5
 K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991). 



 

 

 

 

b.  membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus;  

c.  membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan;  

d.  melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya;  

e.  memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta;  

f.  membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau  

g.  membuat Akta risalah lelang.‖ 

Selain kewenangan membuat akta autentik dan bentuk-

bentuk kewenangan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris, kemudian dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) merumuskan 

bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Secara definitif,  berdasarkan 

Penjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (3), yang dimaksud dengan 

―kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan‖, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang 



 

 

 

 

dilakukan secara elektronik (cyber notary),6 membuat Akta ikrar 

wakaf, dan hipotek pesawat terbang. 

Disebutkan di atas terdapat kewenangan lain Notaris yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu membuat akta 

hipotek pesawat terbang. Artinya, akta hipotek pesawat terbang 

harus dituangkan dalam akta autentik, sebagaimana ketentuan 

Pasal 1171 KUHPerd, yang pada pokoknya merumuskan 

bahwa hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta 

autentik. Pengertian hipotek sendiri menurut ketentuan Pasal 

1162 KUHPerd, adalah suatu hak kebendaan atas barang tak 

bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu 

perikatan. Namun, pengaturan hipotek disini berlaku untuk 

jaminan tanah terdaftar, bukan untuk pesawat terbang. 

Perihal jaminan, dalam KUHPerd diatur dalam Buku II karena 

jaminan berkenaan erat dengan masalah benda dan hak 

kebendaan. Dalam Buku II KUHPerd tidak diberikan suatu definisi 

tertentu mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga jaminan. 

Namun, ketentuan Pasal 1131 KUHPerd menyinggung tentang 

jaminan,7 yaitu : ―Segala kebendaan si berutang, baik yang 

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada 

                                                           
 

6
 Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, “Cyber Notary : Reality dan Idealita,” Unsri 

Press, 2020, 23. 

 
7
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan : Kebendaan Pada 

Umumnya (Jakarta: KENCANA, 2003). 



 

 

 

 

maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan 

untuk segala perikatan perseorangan.‖ 

Secara umum jaminan dibagi menjadi jaminan umum dan 

jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang dIberikan 

bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut seluruh 

kekayaan debitur. Jenis-jenis jaminan umum dalam ketentuan 

Pasal 1131 KUHPerd,8 selengkapnya berbunyi : ―Segala 

kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di 

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan 

perseorangan‖. Sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan 

dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara 

khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang 

debitur tertentu, yang hanya berlaku untuk debitur tertentu 

tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Jaminan 

khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan, 

serupa jenis-jenisnya sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerd 

di atas,  dan jaminan perorangan sebagaimana jenis-jenisnya 

diatur dalam ketentuan Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUHPerd.9 

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang 

berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin 

                                                           
 

8
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 

 
9
 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 



 

 

 

 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.10 

Sedangkan jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa 

hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas 

benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan 

mempunyai ciri-ciri ―kebendaan‖ dalam arti memberikan hak 

mendahului di atas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat 

melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.11 Macam-

macam jaminan kebendaan yaitu:12 

1. Gadai, diatur dalam Pasal 1150 KUHPerd s.d. Pasal 1160 

KUHPerd; 

2. Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia; 

3. Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah; 

4. Hipotek Kapal, yang diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 

KUHPerd, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran; dan 

5. Resi Gudang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah 

                                                           
 

10
 Subekti, Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 1999). 

 
11

 R. Subekti, Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia 

(Bandung: Alumni, 1992). 

 
12

 Subekti, Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit. 



 

 

 

 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 

Tentang Sistem Resi Gudang. 

Semakin  meningkatnya kebutuhan akan transportasi udara 

telah membuat maskapai penerbangan di Indonesia  harus  

meningkatkan  pula jasa layangan angkutan udaranya. Hal 

tersebut tentu  membutuhkan  dana yang cukup apalagi dalam 

pengadaan pesawat terbang tentu memerlukan dana yang besar 

dikarenakan harga  pesawat terbang dewasa ini yang sangatlah 

mahal.13 Tidak hanya terkait mahalnya harga pengadaan, 

demikian pula harga perawatan pesawat terbang tidaklah murah. 

Pada tahun 2019, maskapai dunia mengeluarkan dana sebesar 

72,81 miliar dolar AS untuk melakukan perawatan pesawat. Dari 

nilai tersebut, Amerika Utara menjadi penyumbang terbesar 

yang mencapai 21,2 miliar dolar AS, diikuti Eropa sekitar 20,7 

miliar dolar AS dan Asia Pasifik 13,3 miliar dolar AS.14 

Mahalnya harga pesawat terbang menyebabkan kecil 

kemungkinan suatu  maskapai penerbangan dapat  membeli  

suatu  pesawat  terbang secara  tunai atau dengan modalnya  

sendiri. Sehingga, dalam hal ini salah  satu  solusi  yang dapat   

                                                           
 

13
 Siti Malikhatun Badriyah, “Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada 

Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri dan Penerbangan,” Masalah - Masalah Hukum 

43 (2014): 546. 
14

 Fani Martiawan Kumara Putra, “Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan 

Hipotek Kapal Laut,” Perspektif 17, no. 2 (2012): 98, https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.99. 
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digunakan   adalah dengan  melalui pihak bank dalam membantu 

memberikan  kredit atas pembelian pesawat terbang pada 

perusahaan penerbangan.15 

Dijaminkannya  pesawat  terbang dalam  pemberian  kredit  

oleh bank  mengenai pembebanan  jaminan  atas  pesawat  

terbang dalam praktiknya  terdapat  permasalahan,  yaitu dalam  

hal penggolongan   kriteria   pembebanan   jaminan.   Mengingat   

bahwa pesawat terbang merupakan kendaraan yang dapat 

berpidah/dipindahkan, maka seharusnya pesawat terbang 

digolongkan ke  dalam  benda  bergerak  yang  dibebani  

dengan  jaminan  fidusia. Sedangkan,  jika  dilihat  dari  berat 

bobot total  yang  dimiliki  oleh pesawat  terbang,  pesawat  

terbang memiliki  berat bobot  yang lebih  dari 20 m3 dan 

digolongkan kepada benda tidak bergerak, sehingga  termasuk  

benda yang dikecualikan dalam pembebanan  jaminan  fidusia, 

sebagaimana ketentuan Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  42 

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  

Dengan terbitnya Undang-Undang   Nomor 15   Tahun   1992 

tentang Penerbangan,  pesawat  terbang  yang  sudah  memiliki 

tanda  pendaftaran  dan  kebangsaan  Indonesia dapat  

dibebankan dengan  jaminan  hipotek  dan  harus  didaftarkan  

sebagaimana  ketentuan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  15  
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Tahun  1992  tentang Penerbangan. Seiring dengan 

perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor  15  Tahun  1992  

tersebut  dicabut dan  digantikan dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang   Penerbangan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang   

Penerbangan tersebut  tidak mengatur  mengenai  pembeban 

jaminan kebendaan berupa pesawat  terbang. Namun, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang  Penerbangan pada 

ketentuan Pasal 24 s/d Pasal 27, hanya  mengatur pendaftaran   

kepemilikan   atas   pesawat   terbang, termasuk helikopter, 

balon udara berpenumpang, dan kapal udara (airship). 

Akibatnya, kreditur selaku pemberi pinjaman berpotensi tidak    

memiliki hak preference16 untuk melaksanakan hak-haknya 

apabila debitur wanprestasi.  

Berdasarkan   uraian   di atas  terdapat   adanya   suatu   

kekosongan norma mengenai pembebanan jaminan kebendaan 

atas pesawat terbang baik dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang   Penerbangan serta Undang-Undang Nomor 

2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sejalan dengan itu, terdapat 

ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam membuat akta hipotek 

pesawat terbang yang menuntut urgensi peraturan mengenai 
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jaminan hak kebendaan yaitu pesawat terbang, demi 

keberlangsungan perjanjian kredit yang dilakukan para pihak, 

yang mana memerlukan akta hipotek pesawat terbang yang 

dibuat di hadapan Notaris. Oleh karena itu, permasalahan-

permasalahan tersebut perlu dianalisis dan dikaji lebih 

mendalam terkait dalam suatu penelitian berbentuk tesis dengan 

judul ―Urgensi Peraturan Jaminan Pesawat Terbang terkait 

dengan Kewenangan Notaris Membuat Akta Hipotek 

Pesawat Terbang‖. 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :  

1. Bagaimana pengaturan pesawat terbang sebagai objek 

jaminan dalam hukum kebendaan di Indonesia ?  

2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Notaris dalam 

membuat akta hipotek pesawat terbang ? 

3. Bagaimana model akta hipotek pesawat terbang yang dibuat 

di hadapan Notaris ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menganalisis pengaturan pesawat terbang sebagai 

objek jaminan dalam hukum kebendaa, dan urgensi pesawat 

terbang sebagai objek jaminan dalam hukum kebendaan di 

Indonesia. 

b. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Notaris dalam 

membuat akta hipotek pesawat terbang. 

c. Untuk membuat model akta hipotek pesawat terbang yang 

dibuat di hadapan Notaris. 

2. Manfaat Penelitian   

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 

kenotariatan yang berkaitan dengan peraturan dan 

kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang. 

b. Secara Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi 

masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang 

terlibat antara lain : 



 

 

 

 

1) Bagi Pemerintah 

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan 

perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang 

akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan 

norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, 

atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan 

perundang-undangan baru yang lain terkait peraturan dan 

kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang. 

2) Bagi Notaris 

Bagi Notaris, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif 

dan praktik terkait peraturan dan kewenangan Notaris 

membuat akta hipotek pesawat terbang; dan 

3) Bagi Debitur 

Bagi debitur baik perorangan atau badan sebagai 

Penghadap, sebagai pedoman yang berkepastian hukum 

terkait peraturan penjaminan pesawat terbang sebagai objek 

jaminan dalam pembiayaan atau perjanjian kredit. 

4) Bagi Kreditur 

Bagi kreditur, sebagai pedoman normatif yang 

berkepastian hukum demi ketertiban prosedur teknis 

permohonan pembiaayaan kredit oleh debitur dengan objek 

jaminan pesawat terbang. 

 



 

 

 

 

D. Kerangka Teori  

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan 

abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada 

dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.17 Di 

dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat 

diuraikan menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan 

Apllied Theory. Adapun teori-teori yang digunakan dalam 

menjawab rumusan masalah di atas adalah : 

1. Grand Theory 

  Grand theory merupakan teori yang mendasari 

teori-teori (middle range theory dan apllied theory) yang 

akan digunakan dalam penelitian.18 Grand theory dalam 

penelitian ini menggunakan teori keadilan. 

  Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para 

pencari keadilan terhadap problema yang paling sering 

menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan 

dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum 

atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang 

diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang 
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berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah 

adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. 19 

  Problema demikian sering ditemukan dalam kasus 

konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan 

seorang terdakwa terhadap perkara pidana (criminal of 

justice) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata 

(private of justice) maupun tergugat pada perkara tata usaha 

negara (administration of justice) atau sebaliknya sebagai 

penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis 

hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan 

keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Teori pembuktian berasarkan Undang-Undang Positif 

(Positif Wettwlijks theorie).20 

  Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan 

sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. 

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut 

merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak 

waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-

kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan 
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politik untuk mengaktualis    asikannya.21 Orang dapat 

menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang 

diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan 

absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang 

berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak 

boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang 

atau sekelompok orang. Atau orang mengganggap keadilan 

sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi 

kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.22 Jika 

demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-

kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang 

mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum 

positif (Indonesia).23 Secara konkrit hukum adalah 

perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur 

hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang 

merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu 

wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur 

kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat 
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itu sendiri (shared value) atau sama-sama mempunyai tujuan 

tertentu.24 

  Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga 

Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai 

mahkota hukum yang mengutamakan ―the search for 

justice‖.25 Berbagai macam teori mengenai keadilan dan 

masyarakat yang adil antara lain menyangkut hak dan 

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan 

kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai 

suatu pemberian hak persamaan tapi bukan 

penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua 

orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. 

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang 

menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi 

yang telah dilakukannya.26 Aristoteles membagi keadilan 

menjadi tiga yaitu :27 

a.  Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua 

orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua 

orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada 

secara tanpa pandang bulu; 
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b.  Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara 

orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang 

satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif 

menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu 

dengan warga yang lain; 

c.  Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, 

dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang 

didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan 

dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.28  

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf 

Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of 

justice, Politcal Liberalism, dan The Law of Peoples, yang 

memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap 

diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang 

sebagai perspektif ―liberal-egalitarian of social justice‖, 

berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari 

hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, 

kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat 

mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap 

orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya 

masyarakat lemah pencari keadilan.29 
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Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, 

berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat 

dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia 

dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan 

kebahagian didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat 

diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir 

nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan 

kebahagian diperuntukan tiap individu.30 

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah mengenai model akta hipotek pesawat terbang yang 

dibuat di hadapan Notaris. 

2. Middle Range Theory 

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar 

pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu grand 

theory.31 Middle range theory dalam penelitian ini menggunakan 

teori kepastian hukum. 

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk 

mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam 

pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin 

manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang 

diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya 

kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara 

                                                           
 

30
 Pan Mohamad Faiz. 

 
31

 Munir Fuady, Teori - Teori Besar (Grand Theory) (Jakarta: KENCANA, 2003). 



 

 

 

 

hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, 

yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum 

terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian 

hukum, kemanfaatan, dan keadilan.32 

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan 

mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. 

Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa 

yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau 

salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum 

ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas 

dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. 

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, 

subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.33 

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah mengenai pengaturan pesawat terbang sebagai objek 

jaminan dalam hukum kebendaan di Indonesia. 

3.  Applied Theory 

Applied theory (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-

asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (recht 

beginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang 
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 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 



 

 

 

 

mengkualifikasikan (kwalificeren) beberapa peraturan hukum, 

sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama 

merupakan suatu lembaga hukum.34 Applied theory dalam 

penelitian ini menggunakan teori kewenangan. 

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau 

memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.35 Dalam hukum publik, 

wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki makna 

yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki 

oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. 

Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu Negara dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, 

yaitu : hukum,  kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, 

kebijakbestarian, dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari 

penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak 

(de staat in beweging) sehingga dapat berkiprah, bekerja, 

berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. 

Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.36 
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Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan 

penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai 

himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana 

jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung 

hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek 

kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, 

yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan 

hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat 

bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar 

konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, 

sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.37 

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) 

pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), 

mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu 

dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara 

atribusi, delegasi, dan mandat.  

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun 

mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan 

atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang 

independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari 

kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 

                                                           
 

37
 Rusadi Kantaprawira. 



 

 

 

 

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan 

sebelumnya dan memberikan kepada organ yang 

berkompeten.38 

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari 

kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada 

organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi 

kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas 

namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat pemindahan 

kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan 

kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat 

 keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.39  

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis rumusan 

masalah mengenai pelaksanaan kewenangan Notaris dalam 

membuat akta hipotek pesawat terbang. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-

konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang akan diteliti.40 Untuk menghindari 

kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual, 

yaitu :  
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1. Pesawat terbang, adalah pesawat udara yang lebih berat dari 

udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. 

2. Kewenangan Notaris, adalah kewenangan Notaris sebagai pejabat 

umum untuk membuat akta autentik, termasuk kewenangan 

lainnya, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

3. Hukum jaminan, adalah keseluruhan dari kaidah–

kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi 

dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan 

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit. 

4. Akta Hipotek, adalah akta notariil mengenai suatu hak kebendaan 

atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam 

pelunasan suatu perikatan. 

 
F.  Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, 

yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang 

digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, 

dengan menggunakan metode hukum normatif dalam 

menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah 



 

 

 

 

preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan 

penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang 

diteliti.41 Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat 

memberikan jawaban secara holistik42 dan sistematis terkait 

dengan permasalahan hukum yang diteliti.43 Oleh karena itu, 

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, 

menjelaskan, menganalisis peraturan dan kewenangan Notaris 

membuat akta hipotek pesawat terbang. 

2. Pendekatan Penelitian 

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Pendekatan Perundangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk 

meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus 

penelitian44, untuk memperoleh deskripsi peraturan hukum 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan peraturan dan kewenangan Notaris 

membuat akta hipotek pesawat terbang. Pendekatan ini 

membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari adakah 

konsistensi/kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan 
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Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-

undang.45 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin 

dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang 

melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman 

akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran 

untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan 

isu yang dihadapi.46 Pendekatan konseptual digunakan untuk 

memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

ada hubungannya dengan peraturan dan kewenangan 

Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum.47 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data 

sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau 

berasal dari bahan kepustakaan. 48Untuk memecahkan isu hukum 

secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum 

penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.49 

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), 

yaitu : 

1. Pancasila; 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah; 

5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia; 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 
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 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004). 
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 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. 



 

 

 

 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran; 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang   

Penerbangan; dan 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan 

untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan 

primer, antara lain karya ilmiah seperti jurnal, tesis, dan 

disertasi, serta literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang 

ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara 

lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada 

relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar 

diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.50 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh 

melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan 

hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap 
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peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, catatan-

catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

permasalahan hukum yang akan dipecahkan.51 

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan 

melakukan inventarisasi dan sistematisasi52 terhadap peraturan 

perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan 

dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang. 

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, 

maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang 

didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan 

menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta 

efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi 

bahan penelitian.53 Analisis kualitatif digunakan untuk 

menganalisis peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta 

hipotek pesawat terbang, untuk kemudian disistematisasi 
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52

 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. 

 
53

 Bambang Sunggono. 



 

 

 

 

(termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum 

baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan 

logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari 

pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat 

khusus.54 Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi 

(hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum 

dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan 

diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang 

dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas 

permasalahan hukum.55 
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